
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.226, 2009 DEPARTEMEN PERTANIAN. Pestisida. Metil. 
Bromida. Karantina. Tumbuhan. Penggunaan.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR : 37/Permentan/OT.140/7/2009 

TENTANG 
PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA  

UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN  
PERLAKUAN PRA PENGAPALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
07/Permentan/SR.140/2/2007 Metil Bromida termasuk 
klasifikasi pestisida terbatas dan merupakan  Bahan Perusak 
Ozon (BPO), sehingga bagi pengguna harus memiliki 
keahlian, keterampilan khusus dan bersertifikat; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
51/M-DAG/PER/12/2007 dalam Pasal 2 menyebutkan Metil 
Bromida dilarang diimpor selain untuk keperluan perlakuan 
karantina dan pra pengapalan; 

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan agar metil 
bromida dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil 
guna, dipandang perlu mengatur Penggunaan Pestisida 
Berbahan Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan 
Karantina Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478);  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on the 
Establishment of the World Trade Organization)(Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang 
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan 
Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 12); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4153); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4196); 

8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan 
Presiden Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pengesahan 
International Plant Protection Convention 1951; 

9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the 
Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the 
Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990; 
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10. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete 
the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal 
tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 
1992); 

11. Keputusan Preside Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan 
Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Beijing Amandement to the Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer (Amandemen 
Beijing Atas Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak 
Lapisan Ozon); 

15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Montreal Amandement to the Montreal Protocol 
on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amandemen 
Montreal atas Protokol Montreal tentang Zat-zat yang 
Merusak Lapisan Ozon); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian 
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 
140/2/2007; 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/OT.140/2/2007; 

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 
tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan 
Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II 
Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan 
Daerah Sebarnya; 

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT. 
140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi 



2009, No.226 4 

Perlindungan Tumbuhan Nasional (Plant Protection 
Organization); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan 
Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/ 
6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan 
Ozon; 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ SR.140/ 
2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida; 

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SR.140/5 
/2007 tentang Pengawasan Pestisida; 

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/ 
12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk 
Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan; 

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/ 
4/2008 tentang Struktur dan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Badan Karantina Pertanian; 

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/ 
2/2009 tentang Persyaratan Dan Tindakan Karantina 
Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme 
Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia; 

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/ 
2/2009 tentang Persyaratan Dan Tatacara Tindakan Karantina 
Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Dan Pemasukan Media 
Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari 
Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia; 

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/ 
2/2009 tentang Persyaratan Dan Tatacara Tindakan Karantina 
Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia; 

Memperhatikan : 1.  IPPC Recommendation No. 1 Replacement or Reduction of 
the use of Methyl Bromide as a Phytosanitary Measures; 

2. Methyl Bromide: Quarantine and Pre Shipment Uses, UNEP; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL 
BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN 
KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUAN PRA 
PENGAPALAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang 

dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian 
tumbuhan.  

2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua 
organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

3. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan 
tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam 
negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

4. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok 
pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan 
pencegahan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

5. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya 
disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau 
benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 
Karantina. 

6. Metil Bromida adalah bahan perusak lapisan ozon dengan No. HS 
2903.39.00.00 dan No. CAS 74-83-9.  

7. Tindakan perlakuan karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut perlakuan 
karantina adalah tindakan yang dilakukan secara fisik dan/atau kimiawi 
untuk membebaskan  media pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan 
pembungkus dari OPT dan/atau OPTK. 

8. Perlakuan Pra Pengapalan adalah tindakan fumigasi untuk komoditas 
pertanian, kemasan dan/atau alat angkut untuk memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan negara tujuan. 
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9. Petugas Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional pengendali 
organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada  Instansi Karantina 
Pertanian.  

10. Pihak Ketiga adalah perusahan fumigasi yang telah diregistrasi Badan 
Karantina Pertanian untuk melakukan tindakan perlakuan fumigasi dengan 
fumigan metil bromida. 

11. Perusahaan adalah pemegang pendaftaran pestisida berbahan aktif metil 
bromida yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan ditunjuk sebagai 
Importir Terdaftar metil bromida oleh Menteri Perdagangan. 

12. Penyaluran pestisida berbahan aktif metil bromida yang selanjutnya disebut 
penyaluran adalah serangkaian kegiatan dalam mengedarkan pestisida 
berbahan aktif metil bromida untuk penggunaan tindakan karantina 
perlakuan dan/atau pra-pengapalan. 

Pasal 2 
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Petugas Karantina dan 

Pihak Ketiga dalam penggunaan pestisida berbahan aktif metil bromida 
untuk perlakuan karantina dan/atau perlakuan pra pengapalan.  

(2) Tujuan pengaturan ini agar penggunaan pestisida berbahan aktif metil 
bromida untuk perlakuan karantina dan perlakuan pra pengapalan dapat 
dilaksanakan secara terkendali, efektif dan efisien serta aman bagi manusia 
dan fungsi lingkungan. 

Pasal 3 
Ruang lingkup pengaturan Peraturan ini meliputi pembatasan penggunaan, 
pengurangan penggunaan dan emisi, dan pengawasan penggunaan fumigan 
metil bromida. 

BAB II 
PEMBATASAN PENGGUNAAN  

Pasal 4 
(1) Perlakuan karantina dan/atau perlakuan pra pengapalan dengan cara 

fumigasi menggunakan fumigan metil bromida dilakukan oleh Petugas 
Karantina Tumbuhan atau dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga. 

(2) Petugas Karantina Tumbuhan dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas. 
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(3) Perlakuan karantina dan/atau perlakuan pra pengapalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga  harus di bawah 
pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. 

Pasal 5  
(1) Penggunaan fumigan metil bromida untuk perlakuan karantina dan/atau pra 

pengapalan, dilakukan terhadap komoditas, petikemas dan/atau alat angkut,  
apabila: 
a. tidak dapat diberi perlakuan dengan metode atau bahan lain; atau 
b.  merupakan persyaratan negara tujuan. 

(2) Persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat 
diberlakukan terhadap komoditas, petikemas dan/atau alat angkut yang 
transit di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Pasal 6 
Penggunaan fumigan metil bromida dalam perlakuan karantina sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 untuk: 
a. membebaskan media pembawa dari OPT yang akan dikeluarkan dari dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia; 
b. membebaskan media pembawa dari OPTK yang dimasukkan ke atau transit 

di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;  
c. membebaskan media pembawa dari OPTK yang dibawa atau dikirim dari 

suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau  
d. terhadap OPTK yang telah masuk ke suatu area tetapi masih terbatas dan 

diketahui belum menetap, berkembang dan menyebar. 
Pasal 7 

Penggunaan fumigan metil bromida selain untuk keperluan perlakuan karantina, 
dan/atau perlakuan pra pengapalan, dan/atau dilakukan oleh Petugas Karantina 
atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

BAB III 
PENGURANGAN PENGGUNAAN DAN EMISI 

Pasal 8 
Pengurangan penggunaan fumigan metil bromida dalam perlakuan karantina 
dan/atau pra pengapalan dapat  dilakukan dengan cara: 
1. memproduksi komoditas bebas OPT, antara lain menerapkan: 



2009, No.226 8 

a. usaha pencegahan infestasi  OPT sejak pra tanam, tanam dan pasca 
panen; 

b. metode produksi untuk menghasilkan komoditas bebas OPT, seperti 
metode hidroponik, kultur jaringan, dan media steril; atau 

c. area atau tempat produksi bebas OPT. 
2. mendorong perlakuan dengan metode dan/atau bahan lain, antara lain: 

a. perlakuan fisik, seperti pemanasan, iradiasi, dan/atau pendinginan; atau 
b. penggunaan bahan kimia selain metil bromida seperti fosfin, ethylen 

oksida  dan karbon dioksida .  
3. mengurangi emisi metil bromida, antara lain: 

a. menerapkan dosis yang tepat; 
b. mencegah kebocoran gas; dan/atau 
c. mengupayakan fumigan metil bromida yang telah digunakan ditampung 

dalam ruang kedap untuk dapat digunakan kembali.  
BAB IV 

PENGAWASAN PENGGUNAAN 
Pasal 9 

(1) Metil bromida untuk tindakan perlakuan karantina dan/atau pra pengapalan 
dilakukan pengawasan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan 
penyaluran dan penggunaan. 

Pasal 10 
(1) Pengawasan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan 

melalui pelaporan penyaluran oleh perusahaan secara tertulis kepada Kepala 
Badan Karantina Pertanian. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap awal 
tahun untuk rencana penyaluran selama 1 (satu) tahun dan setiap 3 (tiga) 
bulan dalam realisasi penyaluran. 

(3) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan tatacara pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina 
Pertanian. 

Pasal 11 
Apabila perusahaan tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 oleh Kepala Badan Karantina Pertanian diusulkan pencabutan izin 
pemegang nomor pendaftaran perusahaan kepada Menteri Pertanian. 



2009, No.226 9 

Pasal 12 
(1) Fumigan metil bromida oleh perusahaan disalurkan kepada Unit Pelaksana 

Teknis Badan Karantina Pertanian dan/atau Pihak Ketiga. 
(2) Apabila perusahaan terbukti menyalurkan fumigan metil bromida selain 

kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan/atau Pihak 
Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Badan Karantina 
Pertanian diusulkan pencabutan izin pemegang nomor pendaftaran kepada 
Menteri Pertanian. 

Pasal 13 
(1) Pengawasan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan 

melalui penyampaian laporan rencana penggunaan dan realisasi penggunaan 
secara tertulis oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan 
Pihak Ketiga  kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. 

(2) Laporan mengenai rencana  penggunaan fumigan metil bromida 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: 
a. jumlah fumigan metil bromida yang digunakan dalam satuan kilogram; 
b. nama perusahaan; dan 
c. tujuan penggunaan.  

(3) Laporan mengenai  realisasi penggunaan fumigan metil bromida, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: 
a. jumlah fumigan metil bromida yang digunakan dalam satuan kilogram; 
b. jenis dan jumlah barang atau komoditas yang difumigasi dengan fumigan 

metil bromida; 
c. nama perusahaan; 
d. tujuan penggunaan; dan 
e. OPT atau OPTK sasaran. 

(4) Pelaporan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada setiap awal tahun untuk rencana penggunaan selama 1 (satu) 
tahun, dan pelaporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) setiap 3 (tiga) bulan. 

(5) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan tatacara pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina 
Pertanian. 
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Pasal 14 

Apabila Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan Pihak Ketiga 
tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan 
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Kepala Badan Karantina Pertanian melaporkan rencana dan realisasi 
penggunaan fumigan metil bromida untuk keperluan tindakan perlakuan 
karantina dan pra pengapalan kepada Menteri Pertanian,  Sekretariat IPPC, 
dan Institusi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lapisan ozon. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar 
dalam penetapan rencana kebutuhan fumigan metil bromida untuk keperluan 
perlakuan karantina dan pra pengapalan. 

(3) Penetapan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rencana importasi fumigan 
metil bromida.  

Pasal 16 

(1) Badan Karantina Pertanian wajib berupaya mengurangi penggunaan 
fumigan metil bromida untuk perlakuan karantina dan perlakuan pra 
pengapalan. 

(2) Dalam upaya pengurangan penggunaan fumigan metil bromida sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Badan Karantina Pertanian dapat melakukan uji 
coba dan/atau pengkajian untuk mendapatkan metode atau jenis  perlakuan 
karantina lainnya sebagai pengganti penggunaan fumigan metil bromida 

(3) Badan Karantina Pertanian dalam melakukan uji coba dan/atau pengkajian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan perguruan 
tinggi, lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta. 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal  17 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

              
Ditetapkan  di Jakarta 
pada tanggal  30 Juli 2009  
MENTERI PERTANIAN, 
 
ANTON APRIYANTONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Agustus 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
ANDI MATTALATTA 
 
 
 
 


